
BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

2.

b.

BUPATI KATINGAN,

bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah,
pendidikan merupakan Llrusan wajib yang menjadi
i.*"r"rrg dan tanggung jawab Pemerintah Daerah,

maka perlu pengaturan untuk memberikan
kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan f ata:u

pengelolaan Pendidikan ;

tafr*a tujuan penyelenggaraan pendidikan
diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Katingan
yang cerdas dan gemar belajar;
batrwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten
Katingan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Repubtik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor LT Tahun 2003 tentang
Keuanfan Negara (Lembaran Negara Republik
Indoneiia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lemban:an Negara Republik Indonesia Nomor a286);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasionai (Lembaran Negara

Repubiik Indonesia Tahun 2OA3 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a3Ot);
Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2OA4 tentang
perimbangan Keuangan antara- Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aa38);
Undang-Unda.ng Nomor L4 Tahun 2OA5 tentang
Guru dan Dosen (LemLraran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor L57, Tambahan
LemLraran Negara Republik Indonesia Nomor a586);

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 20i1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

3.

4.

5.

6.
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7.

8.

(Lembaran Negara Republik- Indonesia Tahun 2}tt
illomor 82, famUatran Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor S%fl;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AA Tentang

Pemerintan Daerah ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 );
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AO7

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemeri*ntah, Pemerintahan Daerah Provinsi' dan
pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2AAT Nomor 82'

tamUafran- Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a7371;
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008

tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara

Repubtk Ind-onesia Tahun 2008 Nomor 9l 
'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a86al;
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OO8'

ientang Guru {Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun2OOSNomorlg4,TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a9a\;
Peraturan Pemerintah Nomor L7 Tahun ZOLO

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
pendidlkan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah

aiuuarr dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66

Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

{Leribaran Negara Republik Indonesia Nornor ll2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

12. Peraturan Pemerintah Nornor 32 Tahun 2013
Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2o05 Tentang standar Nasional

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun2}rcNomor,TambahanLembaranNegara
Republik Indonesia Nomor 5a1O);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

NomorloTahun2al2tentangPenyelenggaxaan
Pendidikan (Lernbaran Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Tairun 2At2 Nomor 1O, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor 53);
l4.PeraturanDaerahKabupatenKatinganNomorS

Tahun 2OO8 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah

Kabupaten Katingan Tahun 2OOB Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4
Tahun2oostentangorganisasidanTataKerja
DinasDaerahKabupatenKatingan(Lembaran
DaerahKabupatenKatinganTahun2O0sNomor5);

9.

10.

11.
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16.PeraturanMenteriDalamNegeriNomorlTahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
dan

BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

TENTANGPENYELENGGARAANPENDIDIKANDI
KABUPATEN KATINGAN.

BAB I
KSTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

if.ry^t Daerah menurut asas otonomi dan Tlrgas Pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Negara resatuln Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang Dasar Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945'

2. pemerintah Dalrah adaiah Kepalra Daerah dan Perangkat Daerah

sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah'
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Daerah adalah Kabupaten Katingan'
Kepala Daerah adalah Bupati Katingan'
newan Perwakilan Raicyat Daerah selanjutnya disebut DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan'

Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabr-lpaten Katingan.
xepata Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.

Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Katingan.
pendidit<an adala-ir usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara

aktif **r,g"*bangkan potensi dirinya, untuk 
_ 
memiliki kekuatan

spiritual t "*g"*i"rr, 
plr,g*rrdalian diri, kepribadian, kecerdasan

,*f.tr1 mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan negara'
penyelenggara pindidikan adalah Pemerintah Daerah atau atau

*r*yrt*t^t yarlg menyelenggarakan pendidikan'
penyelengg**u.ti pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan

tomponei-komponen sistim pendidikan pada satuan/program

;";; jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan

dapat-berlangsunglesuai tujuan pendidikan nasiona1".
peserta Didik "a**, anggota masyarakat yang berusaha

mengembangkan pontensi diri rnelaiui proses pembelajaran yang

tersJdia pada jalur, jenjang, dan jenis nendl{$1n tertentu'
Tenaga xepenalaikan t"rai* dari Kepala TKIRA, Kepala Sekolah,

i"rr[. Administrasi, Tenaga Ferpustakaan, Tenaga

Labolatorium/bengkel, Tenaga Kebersihan, teknisi sumber belajar,

psikolog, terapis dan pekerja sosial

9.

10.

11.

12.

13.
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14. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai

guru,dosen,konselor,pamongbelaj.ar,widyaiswara'tutor'
instruktur, Fasilitator dan sebutan lain yarlg sesuai dengan

kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan

pendidikan.
15. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,

mengajar,membimbing,mengarahk*.melatih,menilaidan
*".r["u"Lrasi pserta aiJit< pada pendidikan anak usia dini jalur
p.r,Jidik n formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah'

16. 
'fepala Sekolah/Madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan

unruk memimpin TK/RA ITI<LF., SDIMIISDLB, SMP/MTs/SMPLB,
SMA/ MA/ SMALB, SMK/ MAK"

17. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yasg diheri tugas,

tan{gung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang

berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan

rnanajeriai pada satuan pendidikan'
1g. Penilik adalah Pegawai Negeri sipil yang diberikan, tanggung jawab,

wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang

untuk melakukan kegiatan penilikan pendidikan non formal dan in
formai yang meliputi : pendidikan anak usia dini, pendidikan

kesetaraao?r.t keaksaraan, kusus dan pelatihan, serta pendidikan

lain yang ditujukan untuk mengernbangkan kemampuan peserta

didik' .l,isr atlalait iabatan vans meo lingkup,lg. Pamong Belajar adalah jabatan yang mempunyal ruang
tugas, tanggung jawab dat we*enang untuk melakukan kegiatan

b"l"j"t *"ilg"i"t,pengkajian program, dan pengembangan model

p"n&iAitan non formal dan lnformal (PNF)'

20. ialur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk
mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikall yang

sesuai dengan tujuan Pendidikan'
2L. Jenjang pJnaiaitat 

"aurrn 
tahapan pendidikan yang ditetapkan

berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang

akan dicapai, dan kemampllan yang dikembangkan'
22. Jenis pendidikan adalih kelompok yang didasarkan pada

kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. 
_

2g. Satuan Pendiiikan adalah kelompok layanan pendidikan yang

menyelenggarakan pendidikan pada jalur_formal, non formal dan

informal p"aa setiap jenjang dan jenis pendidikan'
24. pendidikan Anak Gi" Diniyang selanjutnya disebut PAUD adalah

suatu upaya pembinaan yang ditqjukan kepada anak sejak lahir
sampai 

'derrgrn usia 6{enam} ta}run yang dilakukan melalui
p**-b.ri"r, rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan
ar, perkembirgr' jasmani d.an rohani agar anak memiliki
kesiapand.alammemasukipendidikanlebihlanjut.

25. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah

satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yarrg

menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat)

tahun samPai 6 {enam) tahun.
26. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disebut RA dan Bustanul Athfal

yang selanjutnya disebut BA adalah salah satu bentuk satuan
FeU-O p*du. jalur pend.idikan formal yang menyelenggarakan
program pndidika* teagama.t Islam bagi anak usia 4 (empat)

tahun sampai dengan 6 {enam} tahun'
27. Taman pendia*"" ar"t" yang selanjutnya disebut TPA adalah salah

satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non formal yang

menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program
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pengasuhananak,danprogrampendidikananaksejaklahir
sampai dengan berusia 6 (enam) tahun'

28. Kelompok B"ermain yang selanjutnya disebut KB adalah salah satu

bentuk satuan paup pada jalur pendidikan non formal yang

menyelenggarakan program pendidikan dan program ke sej ahteraan

bagi-anak fierusia 
" 

(dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun'

29. sekolah/Madrasah adalah sekolah Negeri dan swasta yang terdiri

dari sekolah Dasar (sD), sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB),

Madrasah Ibtidaiyanlut;,' sekolah Menengah Pertam,a- (sMP),

Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah

Tsanawiyah {MT;), sekolah Menengah Atas (sMA}, Madrasah

Aliyah (MA),'sekolah Menengah Atas Lyar Biasa (SMALB) dan

sekolah Menengah Kejuruan (sMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan
(MAK).

30. Pend,idikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi
jenjang pendidikan *"rr"rrgr.h, berbentuk sekolah Dasar (sD), dan

Madrasah Ibtidaiyah (MI); atau bentuk lain yang sederajat serta

sekolah Menengah Pertama (sMP), dan Madrasah Tsanawiyah

(MTs), atau bentuk lain yang sederajat' 
-

31. Sekolah Dasar yang *"lrt3utttya disebut sD adalah salah satu

bentu.k satuan 
" 
p".rdiditou.tt formal yang menyelenggarakan

pendid,ikan umum pada jenjang pendidikan dasar'
32. Madrasah ibtidaiyah yans selanjutnya disebut MI adalah salah satu

bentuk satuan- pendidikan formal yang menyelenggarakan

pendidikan umum dengan kekhasan Agarna Islam pada jenjang

pendidikan dasar didalam binaan Menteri Agama dan Pemerintah

Daerah.
33. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah

salah satu bintuk satuan pendidikan formal yang

menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjans pendidikan

dasar seUa!* hnjutan dari SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.
g4. Madrasah isanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah

satu bentuk satuan pendidikan forrnal yang menyelenggarakan
pendidikan umum d"ttgro kekhasan Agama Islam pada jenjang

pendidikan dasar sebagai lanjutan dari sD, MI atau bentuk lain
y*ng sed.erajat di dalam binaan Menteri Aga-rna dan Pemerintah
Daerah.

35. SD-SMP Satu Atap adalah penyelenggaraan pendidikan yang

mencakup SD dan SMP yang sekolah dan atau pengelolaannya

terpadu.
g6. penaiAitan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan dasar,

berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA),

sekolah Menengah Kejuruan {sMK), dan Madrasah Aiiyah Kejuruan
(MAK), atau bentuk iain yang sederajat'

37. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut SMA adalah

salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang

menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan

-"ttltg*h-sebagai la,jutan dari SMP, MTs atau bentuk iain yang

sederajat.
38. Madralah Aliyah yang selanjutnya disebut MA adalah salah satu

bentuk satuan 
- 
p.ttAiAimtt formal yang menyelenggarakan

pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang

pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk
iain yang sederajaidi dalam binaan Menteri Agama dan Pemerintah
Daerah.
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39. sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut sMr adalah

salah satu 
" bentuk "u.t,,,"', 

pendidikan formal yang

menyelengg-arakanpendidikandanpelatihanpadajenjang
pendidikuo *.,,",,gah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk

lain yang sederajat.
40. Madrasah AliyaL Kejuruan yang selanjutnya disebut MAI-< adalah

salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang

menyelenggarakan pendidikan dan peiatihan dengan kekhasan

ega;a lstJm pada jinjang pendidikan menengah sebagai lanjutan
dari SMp, MT;, atau LentrrX lain yang sederajat di dalam binaan

Menteri Agama dan Pemerintah Daerah'
41. Pondok Pesantren salafiyah (PPS) adalah Pondok Pesantren

Salaliyah Ula, Pondok Pesantren Salafiyah Wustha, dan Pondok

Pesantren SalafiYah UlYa-
42. Pondok pesantren salafiyah ula yang selanjutnya disebut PPS Ula

adalah salah satu bentuk satuan pendidikan non Formal yang

sederajat dengan SD/MI salah satu bentuk satuan pendidikan

dengan ke khaian agama islam yang dibina oleh Kemenag.

43. Pondok Pesantren SaUnyan Wustha yang selanjutnya disebut PPS

wustha adalah salah satu bentuk satuan pendidikan non Formal

yang sedera.jat dengan SMP/MTs yang menyele.nggarakan

p*rrliaim.n i"*g* likh^*", agarna islam yang dibina oleh

Kemenag.
44. Pondok Pesantren sala{iyah ulya yang selanjutnya disebut PPS

Ulya adalah salah satu bentuk satuan pendidikan non Formal

yangsederajatdenganSMPIMTsyangmenyelenggarakan
p"rrliaii.*n dengan kekhasan agama islam yang dibina oleh Kantor

Kemenag.
45. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan

berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar,pendidikan
menengah dan Pendidikan tinggi

46. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang

memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran

karena kelaiian fisik, emosional, rnental, sosial dan atau memiliki
potensi kecerdasan dan bakat istimewa'

47. Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan- bagi peserta

didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang

terpencil, dan/atau-mengalami bencana alam, bencana sosial, dan

tidak mampu dari segi ekonomi'
48. pendidikan berbasis keunggulan adalah pendidikan yang

diselenggarakan dengan menggut akan standar Nasional

Pendidikan yang diperkaya dengan keunggulan lokal dan global'

49. Wajib Belaiar "a"i"l, 
program pendidikan minimal yang harus

diikuti oleh warga t "git* Indonesia atas tanggung jawab

Pemerintah dan Pemerintah Daerah'
50. Pembelaj ar:arl adalah pro$es interaksi peserta didik- dengan

pendidik danlatau *umber beiajar pada sr-ratu lingkungan belqjar'

51. brganisasi profesi Pendidikan adalah kumpulan warga pendidikan
sesuai dengan profesi tertentu yang berbadan hukum dan bersifat

non komersia-l.
52. Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah penyelenggaraan

pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi

dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh

dan untuk masYarakat'
53. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan

berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
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54. Komite sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang

beranggotakan orang tua/ wali peserta didik, komunitas sekolah/

madrasah, serta tokoh *""yu.,,'kat yang peduli pendidikan pada

satu sekolah/ madrasah atau sekelompok sekoiah/ rnadrasah'

55. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang

sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan

Republik Indonesia
56. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenal

tujuan, isi,dan bahan pelajaran serta cafa yang digunakan sebagai

pedoman penyelenggaraalr- kegiatan pembelajaran untuk mencapai

tujuan Pendidikan tertentu'
ST. Muatan f,of."f adalah kegiatan kurikuter unfi.rk mengembangkan

kompetensi y*ng disesuiikan dengan ciri khas potensi daerah,

termasuk f."L"S[rlan daerah yang materinya menjadi bagian dari

mata Pelajaran Yang ada'
Sg. Evaluasi pendiiitJn adalah kegiatan pengendalian, P*lu"*inan,

dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai_ komponen

pendidikan i"A" setiap jdrr", jenjang dan jenis pendidikan sebagai

tentuk p".t*rrgg.rng j awaban penyelengger-aan pendidikan'

59. Akreditasi adiLh Ggiatan penilaian kelayakan program dalam

suatu pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan'
60. Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan

dalampenyelenggaraanpendidikan-yangmeliputitenaga
kependidik n, masyarakat, dana, sarana dan prasarana'

61. Penilaian Kinerja *o"urr suatu proses menentukan nilai kinerja

Kepala Sekolahimadrasah dengan menggunakan patokan-patokan

tertentu.
62. Evaluasi Diri sekolah/Madrasah (EDS/M) adalah proses evaluasi

diri sekolah/ madrasah yang bersifat internal yang melibatkan
pemangku kepentingan (stakehoHg=] -untuk melihat kinerja
set<oUfr7 madiasah berdasarkan SPM dan SNP yang hasilnya

dipakai sebagai dasar penJrusunan RKSIM dan sebagai masukan

bagi pererr.ri*"r, invesLsi pendidikan ting&at kabupaten/ kota.

63. Rencana Kerja dan Anggaran sekolah {RKAS} adalah dokumen

tentang g*d*r* kegiaian sekolah dimasa depan untuk mencapai

tujuan-dan sasaran sekolah yang telah ditetapkan'

BAB II
DASAR, FUNGSI, TUJUAN

DAN KAIDAH PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 2

penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang O.** Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan
dan mengembangkan seiuruh potensi peserta didik secara optimal
sehingga- terbenluk perilaku- dan kemampuan dasar sesuai

dengai tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk

(1)

(2)
memasuki pendidikan selanjutnya.
Pendidikan dasar berfungsi
berkembangnya Potensi Peserta
yang :

membangun landasan bagi
didik agar menjadi manusia
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(3)

a.berimandanbertakwakepadaT\rhanYangMahaEsa'
berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur'

b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif'
c. sehat, mandiri, dan percaya diri, dan
a. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawa_b.

pendidikan dasar pada dnnfTnnts atau bentuk lain yang sederajat

berfungsi : rr :r : _-:1

a. niengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilar

keimanan, ,'i.fttr.k *.rli", dan kepribadian luhur yang telah

dikenalinYa.
b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai

kebJngsau.rrlu-r, cinta tanah air yang telah dikenalinya.

c. ,n"-pE6.1ari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi'

d. melaiih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan

mengapresiasisertamengekspresikankeindahan,
kehalusan, dan harmoni'

e.mengembangkanbakatdankemampuandibidangolahraga,
baikuntukkesehatandankebugaranjasmanimaupun
prestasi. dan

f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk
mel#jutkari pendidikan ke jenjang pendidikan menengah

dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat'
pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan yang

berfungsi :

a. rieningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai
keimanan,akhlakmulia,dankepribadianluhur'

b. meningkatkan, menghayati, dan mengalnalkan nilai-nilai
kebangsaan dan cinta tanah air'

c. -"*p.14ari ilmu pengetahuan dan teknologi
d.meningk'tk.''kepekaandankemampuanmengapresiasi

serta mengekspiesikan keindahan, kehalusan, dan

harmoni.
e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga,

baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun
prestasi. dan

f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk
melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi
dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat'

Pendidikan umum m.ruptkan pendidikan dasar dan menengah

y;; berfungsi memperluas pengetahuar ylng diperlukan 
, 
oleh

p"sJrta didik-untuk meianjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih

$ff5lotu", kejuruan merupakan pendidikan menengah yalg
berfungsi mernpersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja

dalam bidang tertentu dan atau melanjutkan pendidikan ke

jenjang yang lebih tinggi.
p"rraiAi*an khusus -Grfungsi memberikan kesempatan untuk
memperoleh pendidikan kepada peserta didik yang berkebutuhan
khusus atau peserta didih yang memiliki kecerdasan luar biasa

yang diseienggarakan secara inklusif (bergabung dengan sekolah

ti""I"l atau -b".,rp" satuan pendidikan khusus pada tingkat
pendidikan dasar dan menengah {dalam bentuk sekolah luar

biasa/SLB).
Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan kesempatan

untuk memperoleh pendidikan kepada peserta didik yang

mengalami irambatan masalah ekonomi atau rnenyandang

(4)

(5)

t6i

(7)

(8)
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masalahSosialdalamrangkamencapaiTujuanPendidikan
Nasional.

(9) Pendidikan formal berfungsi me.ndidik' mengajar' dan
\- / 

memperbaiki tingkah iaku anak didik dalam pergaulan serta

mempersi*fL"n Inak didik untuk menjadi anggota masyarakat

yang berguna bagi agama, trangsa dan Ne-gara'

(10) "p..riiaimn non lormat dan informal berfungsi sebagai pengganti,\ / 
penambahan dan pelengkap pendidikan formal bagi warga

masyarakat yang memErtuican layanan pendidikan untuk
mengemb.rgk"r, fotensinya dengan penekanan pada penguasaan

p"rrg"t*h.rro a"., ketrampilan fungsional serta pengembangan

!if."p dan kepribad"ian profesional dalam rangka mendukung

pendidikan sePanjang haYat"

Pasal 4

Pengelotraan pendidikan bertujuan untuk rnenjamin :

a. Bf"ktirritr.s, efisiensi, dan akuntabilitas;
b. Mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan

kebutuhan dan ata:u kondisi masyarakat;
c. Akses masyarakat atas pelayanan pendidikan'

Pasal 5

(1) Pengelolaan Pendidikan dilakukan oleh :

a. Pemerintah KabuPaten;
b. Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat

,dan
c. Satuan dan Program Pendidikan'

(2) Bupati bertanggu.ri-iu.*r,t mengelola sistem pendidikan di daerah

dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang

pendidikan sesuai kewenangannya'

Pasal 6

penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan

kaijah demokrasi, keadilan, keterbukaan, keteladanan, keunggulan,

kebersamaan dan kebutuhan.

BAB III
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 7

(1) Kebijakan daerah bidang pendidikan dituangkan daiam :

a. Rencana pembangunan jangka panjang kabupaten;
b.Rencanapembangunanjangkamenengahkabupaten;
c. Rencana strategis pendidikan kabupaten;
d. Rencana kerja pemerintah kabupaten;
e. Peraturan bupati di bidang pendidikan'

(2) Kebdakan daera-h bidang pendid"ikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan pedoman b-a-gi :

a. semua jajaran pemerintah daerah;
b. penyelengg.r, pendidikan yang didirikan masyarakat;
c. satuan Pendidikan dikabuPaten;
d. dewan Pendidikan di kabuPaten;
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e.
f.

komite sekolah atau nama lain yang sejenis di kabupaten;
peserta didik;
orarrg tua/ wali Peserta didik;
pendidik dan tenaga kePendidikan;
masyarakat;
pihat lain yang terkait dengan pendidikan'

(t
b'
h.
i.
j

(1)

Pasal B

Pemerintah daerah mengarahkan, membimbing, menyupervlsi'

mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi' -dan
menlendalikan p#yelenggara, satuan, jalur, jenjang' dan jenis

pend"idikan di kabupaten yang bersangkutan sesuai kebijakan

daerah bidang Pendidikan.
Daiam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan

sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Daerah

*"rr$rtu"makan perluasan dan pemerataan akses pendidikan

melalui jalur Pendidikan formal'

Pasal 9

Bupatimenetapkantargettingkatpemerataanpartisipasi
p"naiaitan pada-tingkat Kabupaten yang meliputi :

a. antar kecamatan;
b. antar Desa/Kelurahan dan;
c. antara laki-laki dan Perempuan'
eupati melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan

standar pelayanan minima.l bidang pendidikan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan'

Pasal 10

pemerintah daerah melakukan dan atau memfasilitasi

penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan

,r**ior"l pendidikan, kebijakan provinsi bidang pendidikan, dan

Standar Nasional Pendidikan.
Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana

dimaksud pra" ayat lf 1 Pemerintah daerah memfasilitasi :

a. Akreditasi satuan Pendidikan;
b. Sertifikasikompetensi pendidik'

Pasal 1 1

pemerintah Daerah mengakui, memfasilitasi, membina, dan

meiindungi program dan/atau satuan pendidikan berbasis

keunggulan ses[ai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
pemerintah Daerah melaksanakan dan memfasilitasi perintisan
program pendidikan yang belum memenuhi standar Nasional

Pendidikan.

(2)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

Pemerintah Daerah
peserta didik Yar,g

Pasal 12

melakukan pembinaan berkelanjutan kepada
memiiiki potensi kecerdasan danf atau bakat
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(2)

istimewauntukmencapaiprestasipuncakdibidangilmu
pengetahtlan, teknologi
pemerintah Daerah Lemberikan penghargaan kepada peserta

didik yang meraih prestasi puncak'

Pasal 13

Bupati menetapkan kebijakan tata keloia pendidikan untuk menjamin

"fisiensi, 
efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang

merupakan Pedoman bagi :

a. ^"emua jajaran Pemerintah Daerah;
b. penyelen ggara pendidikan yang didirikan oleh masyarakat:'

c. satuan Pendidikan;
d. dewan Pendidikan;

komite sekolah atau nama lain yang se;enls;e.
f.
ob'
h.
i.
j.

peserta didik;
orang tua/wali Peserta didik;
pendidik dan tenaga kePendidikan;
masyarakat di kabupatefi yang bersangkutan' dan;

pihak lain yang terkait dengan pendidikan'

Pasal 14

pengelolaan pendidikan didasarkan pada kebijakan nasional

bidang p.r&idik.r, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
balam m"enyelen[garakan dan mengelola sistem pendidikan

nasional di 
-rlaerff,, 

Pemerintah Daerah mengembangkan qtt
melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi

informasi dan komunikasi.
sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan sub sistem dari sistem informasi pendidikan nasional'

sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2\

dan pada ayat {3) dapat mernberikan akses informasi administrasi
p.rdlaitan" dan u-k*"" sumber pembelaj ?rarl kepada satuan

pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan
sesuai kewenangan Pemerintah Daerah'

(1)

(2)

(3)

t4l

BAB IV
PENYELENGGARAAN PBNDIDIKAN FORMAL

Pasal 15

Penyelenggaraan pendidikan formal meliputi
a. Pendidikan anak usia dini (PAUD)'

b. Pendidikan dasar'
c. Pendidikan menengah.

PAUD
Pasal 16

(1) PAUD diselenggarakan pada jalur pendidikan
formal dalam bentuk :

a. Satuan PAUD pada jalur pendidikan formal
BA, TKLB, atau bentuk lain yang sederajat'

formal dan non

meliputi TK, RA,
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b. Bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non formal

meliputiKB,TPA,ataubentuklainyangsederajat.
(2) program pembelaj aran TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat

dikembangkan .rrrt.ri" mempersiapkan peserta didik memasuki

sD, MI, at-au bentuk lain yang sederajat dan dilaksanakan dalam

konteks bermain.

Pendidikan Dasar
Pasal 17

pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi

ienlang pendidikan menengah. Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah

b."^r"(So), Madrasah Ibtidaiyah (Ml), Pondok Pesantren Salafiyah

(pPS),Sekoiah nasar Luar Biasa (SDLB) cian te.ntuk lain yang sederajat,

serta sekolah Menengah Petarna (sMP), Madrasah Tsanawiyah(MTs),

Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa {SMPLB) atau bentuk iain yang

sederajat.

r."didffi-\4enengah

pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar'
pendidikan Menenglh berbeniuk Sekolah Menengah Atas (SMA),

Madrasah Aliyah [lre), dan Sekolah Menengah Kejuruhan (SMK),

Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (sMALBi dan Madrasah Aliyah

Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat'

BAB V
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

Pendidikan Non Formal
Pasal 19

(1) Pendidikan non formal dapat berbentuk :

a. Lembaga Kursus;
b. Lembaga Pelatihan;
c. KelomPok Belajar;
d. Madrasah DiniYah;
e. Majelis Taklim;
f. Pondok Pesantren;
g. Home Schooling;
h. Taman Pendidikan'Al-Qur'an (TPQ/TPA); danf atau
i. Bentuk lain Yang sejenis.

(2\ Program pendidikan non formal meliputi :

a. Pendidikan Kecakapan HiduP;
b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

c. PendidikanKePemudaan;
d. Pendidikan Pemberdayan Perempuan;
e. PendidikanKeaksaraan;
f. Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja;
g. Pendidikan Kesetaraafi;
n. Pendidikan Keagarn.aan; dan/atau
i. Pendidikan sejenis lainnya yang ditujukan untuk

mengembangkan kemampuan peserta didik'
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(1)

(2\

(1)

(2)

Pendidikan Informal
Pasal 2O

pendidikan informal adalah pendidikan yang dilaksanakan oleh

keluarga dan lingkungan termasuk pendidikan yang dilakukan oleh

tokoh 
"agamaf L"*yl.tt ^t 

adat, pend-idikan oleh media masa,

pendidikan masyaiakat melalui berbagai kegiatan hiburan,

i"rraiaif.an sosial dan budaya melalui interaksi dengan masyarakat,

i""Jiail.an alam melalui inleraksi dengan alam, dan lain-lain yang

iia.t terrnasuk dalam jalur pendidikan formal dan non formal'
pemerintah Daerah dlpat melarang penyampaian informasi atau

hiburan sebagaimurrr di*aksud paaa ayat (1) yang tidak se.suai

dengan t jr* pendidikan nasional danfata]u- tujuan pendirian

Negara Kesatuan Republik Indonesia'

BAB VI
SATUAN PENDIDIKAN

Pendirian
Pasal 2 1

(1) Pendirian satuan pendidikan PAUD, pendidikan dasar dan
' ' 

-"rr"ngah, wajib *r*p"toleh izin dari Pemerintah Daerah setelah

mendapat rekomendasi dari pejabat berdasarkan kewenangannya'

(2) Pendiriln satuan pend.idikan non formal, wajib memperoleh izin dari

Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan

kewenangar:fiYa.
tSl tiii sebalaimana dimaksud pada ayat (1) pada prinsipnya hanya

diberikan satu kali, ,u.*.l* demikian dalam rangka evaluasi

terhadap pendirian satuan pendidikan dimaksud maka ijin dapat

diberlakulian selama tiga tahun dan dapat diperpanjang.
(41 perpanjangan rjin sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat

diterbitkan oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama

sesuai dengan kewenangannya, setelah dilaksanakan evaluasi'

Tata Cara Perolehan Izin
PasaT 22

Setiap satuan pendidikan yang akan memperoleh izin sebagaimana

diatur dalam Pasal 21 pada ayat (1) dan ayat (3) mengajukan
permohonan kepada Bupati rnelalui Dinas Pendidikan.
-Syarat-syarat untuk memperoleh izin pendirian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2l padaayat {1} dan ayat (3} meiiputi:
a. kurikulum dan silabus;
b, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai

dengan rasio;
c. jumiah peserta didik untuk TK minimal 10 anak/rombel;
d. jumhh peserta didik untuk SD minimal 15 anak/rombei;
e. jumlah peserta didik untuk TKLB/ SDLB/ SMPLBi SMLB

minimal 5 anaklrombel;
f. jumlah peserta didik untuk sMP minimal 15 anak/rombel;
g. jumhh peserta didik untuk SMA minimal 2O aaaklrornbel;
[. jumlah peserta didik untuk sMK minima] 2a anaklrombel;
i. -sarana -dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya

kegiatan pembetaj aran sesuai dengan standar pelayanan

minimum;
j. sumber pembiayaan untuk kelangsungan program;
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(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

k. sendidikan sekurang-kurangnya sudah berlangsung 1 tahun

akademik Pada saat mengurus ijin;
1. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
m. manajemen dan proses pendidikan'
Syarat-syarat sebagaim.t a' dimaksud pada ayat (2) berpedoman

p"a" ketentuan dalarn standar Nasional Pendidikan-
'iyrr*t manajemen dan proses pendidikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) mencakuP :

;. frasit siudi kelayakan tentang prospek pendirian satuan

pendidikan dari segi tata ruang, geografis {an ekologis;

b. irasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan

pendidikan dari *"gi pro*pek pendaftar, keuangan dan budaya;

c. perimbangan ^n{^i^ :urr*afr sat,an pendidikan dengan

penduduk usia sekolah di wilayah tersebul
d. jarak satuan pendidikan yang diusulkan dengan satuan

pendidikan sejenis; dan
e. kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan

pendidikan Yang ada.

Penutupan Sekolah/ Penggabungan Sekolah
Pasal 23

Untuk efisiensi dan efektifitas pengelolaan lembaga sekolah dan

J"f"t berkembang menujr.r set oUft yang memenuhi standar

nasional dan pelaSlanan p".rala*.an, maka mutu sekolah yang tidak
dapat dipertahankan dapat digabungkan ke sekolah yang jaraknya

berdekatan.
Penutupan satuan pendidikan dilakukan apabila:

a. satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan

pendirian satuan pendidikan; dan/atau
b. satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan

pembeiajaran.
penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh

p"*".irtah daerah dilakukan oleh bupati berdasarkan usui kepala

din"* kabupaten sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang

menj adi kewenangannya.
penutupan satrian pendidikan yang diselenggarakan oleh

masyarat at d.itetapkan oleh kepala dinas labupaten sesuai dengan

jenjangdanjenispendidikanyangmenjadikewenangallnya
pembukar.r, *arpun penu.tupan sMK/MAK dapat dilakukan- sesuai

d"rguo potensi daerah melalui studi kelayakan yang komperehensif'

BAB VII
AKREDITASI

Pasal' 24

Akreditasi dilaksanakan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan

oleh Badan Akreditasi sekolah yang dibentuk oleh Gubernur

Kalimantan Tengah guna menentukan keiayakan program dan atau

satuan pendidikir, "t , Badan Akreditasi Sekolah / Madrasah'

Akred.itasi bagi pendidikan non formal oleh Badan Akreditasi
Nasional (BAN PNF).
Akreditasi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara

obyektif, adil, trlnsparan, dan komprehensif dengan menggunakan

instrumen dan kriteria yang mengacg pada Standar Nasional

Pendidikan Yaitu :

(4)

(s)

(1)

(2)

(3)
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a. Standar isi;
b. Standar Proses;
c. Standar komPetensi lulusan;
d. Standar p"rdidii. dan tenaga kependidikan;
e. Standar sarana dan Prasarana;
f. Standar Pengelolaan;
g. Standar PembiaYaan; dan-
h. Standar Penilaian Pendidikan'

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

PESERTA DIDIK
Pasal 25

(1) Peserta Didik dan setiap satuan Pendidikan memiliki hak untuk :

a. Mendapatkan layanan bimbingan, pembetaj ararl dan/atau
pelatihan secara iayak untuk ,1i*p"toleh standar kompetensi

kelulusan tertentu; 
n nenrlidikan denganb. Mendapatkan pelayanan pendidikan agama sesual

agama yang dianutnya oleh pendidik yang seaga'ma;

c. M-engikuti 
" kegiatan-kegiaian pengembangan diri yang

diminatinYa;
d. pindah piogr"* kejurusan pada jalur dan satuan pendidikan

lain yang "&..r. 
sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang

berlaku;
e. Bagi peserta didik yang berprestasi dapat memperoleh beasiswa

dan untuk teknii pelaksanaannya diatur dalam Peraturan

BuPati;
f. Mendapatkan perlindungan dari setiap gangguan dan ancaman

selama berlangsungnya proses pembelaj a:rar,;

g. Mengajukrr, *Lru.r,. a*r, u"rperan serta dalam usarra peningkatan

mutupenyelenggaraanpendidikandisatuanpendidikan
masing-masing.

\2) Peserta Didik memiliki kewajiban untuk :\ / 
a. Mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan

pendidit<andenganmenjunjungtingginormadanetika
akademik;

b. Menjaiankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan

**rrgho.mati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
c. tuen[hormati pendidik dan tenaga kependidikan;
d. Memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan

harmoni social;
e. Mencintai keluarga, masyarakat, bangsa' dan negara' serta

menyayangi sesama Peserta didik;
f. Mencintai dan melestarikan iingkungan;
g.Ikutmenjagadanmemeliharasaranadanprasarana'

kebersiharr, k"u"**nan, dan ketertiban satuan pendidikan;

h.Menanggungbiayapengeloiaandanpenyelenggaraan
pendidi-karr, k""rrr-li yang dibebaskan. dari kewajiban;

i. ^ttenjaga 
kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang

bersangkutan;
j. Mematuhi semua peraturan yang be{aku;
k. Meningkatkan kemampuan kognitif, psikomotorik dan afektif

dalam rangka mewrrjudkan kompetensinya;
1. Menjaga rrl*n" baik sekolah/madrasah dan menghindarkan diri

dari segala bentuk perbuatan tercela'
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(3) Setiap peserta didik dilarang untuk :

a. Meninggalkan sekolah-/madrasah selama jam sekolah I
madrasah, kecuali karena alasan khusus, kegiatan

sekolah/madrasah yang untuk itu harus dengan sepengetahuan

guru Pembina;
b. [4ehkukan tindakan yang tidak terpuji;
c. Mengikuti *i.,, melaksanakan kegiatan politik praktis di dalam

lingkungan sekolah/ madrasah'

BAB IX
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 26

Penerimaan peserta didik pada setiap jenjang {t* satuan

p""alJi["n dil'akukan secara obyektif, transparan, dan akuntabel'
penerima* p"u"rta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan

1,,Amewa3ibk,,, i"rut, tfTne dan tanpa diskriminasi atas dasar

periimbangan g.r,d"r, agamar etnis, status sosial' kemampuan

Lkonomi, dan kemampuan intelekual'
penerimaan pesert^ aiait pada satuan pendidikan menengah yang

mendapat *rt"iai dari Pernerintah dan atau Pemerintah Daerah

dilakukan tanpa diskriminasi atas dasar pertimbangan gender'

"g"*", 
etnis, *t*t r* sosial, kemampuan ekonomi dan kemampuan

intelektual.
A.rggot" komite sekolah f madrasah, orgalisasi orang tua, peserta

didik, dewan pendidikan, institusi Pemerintah, dan Pemerintah

Daerah yang *""".rg"ri pendidikan, serta pihak lain yang terkait

d; yang Ila* ter}ait dengan satuan pendidikan dasar atau

menengahsecaraperseorangasataupunkolektiftidak
diperke-nankan terlibat dalam pengambilan keputusan penerimaan

p"".rt" didik satuan pendidikan dasar atau menengah, secara

langsung maupun tidak langsung, untuk menjamin terlaksananya
p"n-"d*u"*n peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat

(2) dan ayat (3).
ireraturan lebih lanjut tentang penerirnaan peserta didik pada

satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah atau
pemerintah Daerah 

".bu.g"i*ana 
dimaksud ayat (1) dan (2.\ dan

penetapan atas batas maksimgm jumtrah peserta didik sebagaimana

mat su^a ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati'

BAB X
WAJIB BELAJAR

Pasal 27

Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga

Xe[ara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi diriny.a agar

daiat hidup rnandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan
p"t aiaitan ke jenjang yang lebih tinggi'
Wajib Belajar meliPuti :

a. Wajib Belajar Sembilan Tahun; dan
b. Wajib Belajar Dua Belas Tahun'

(1)

(2)

(3)

(4)

t5)

(1)

(21
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BAB XI
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 28

(1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki- sarana yang meliputi

perabot, p"r"t"t"r, pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber

telajar 
"lainnya, 

hrahan habis pakai, serta _perlengkapal 
lain yang

diperlukar, 1rrt k menunjat g pto*"* pemLrelajaran yang berkualitas,

teratur dan berkelanjutan'
(2) Jumlah, jenis dan luas sarana dan prasarana pendidikan secaraw 

bertahap harus mengacu kepada standar sarana dan prasarana

bidang Pendidikan.

BAB XII
KURIKULUM PENDIDIKAN

Pasal29

Kurikulum yang d"igunakan oleh setiap satuan pendidikan ditetapkan

oleh pemerintah.

Pasal 30

(i) Muatan lokal memuat mata pelajaran y?nq berbasis kearifan lokal'

iZj ffrf"t" pelajaran muatan lokal terdiri dari: Bahasa dan Sastra

Daerah, Kesenian Daerah, Keterampilan dan Kerajinan Daerah, Adat

Istiadat dan Hukum Adat, sejarah Lokal, Teknologi Lokal,

Lingkungan Alam/Ekosistem, Obat-obatan Tradisional, Masakan

Traiisional, Busana Tradisional, Olahraga Trad'isional, dan Nilai

Budaya Lokal Da-lam Perspektif Global'
(3) M;;6n.Loka1 dilaksanakan oleh seiuruh satuan pendidikan pada

sernua .jenls dan jenjang pendidikan yalg diseienggarakan oleh

pemerintah maup..rn y"rg diseienggarkan oleh masyarakat.
(a) irenyelenggaraan Maia lr"l4rt*o Muatan Lokal pada semua jenis

dan- jenjang pendidikan di daerah ditetapkan dengan Peraturan

Bupati.

BAB XiII
PENDIDIKAN KHUSUS DAN PEND1DIKAN LAYANAN KHUSUS

Pasal 31

(1) Satuan pendidikan Khusus untuk peserta didik berkelainan dapat

d.iselenggarakan pada pendidikan Anak usia Dini, Pendidikan Dasar

dan Pendidikan Menengah serta Pendidikan Non Formal.

(2) Bentuk penyelenggarar-n program pendidikan laya,nan khusus bagi

peserta alail yang menyandang kelainan meliputi:
a. Tuna Netra di Lembaga SLB A;
b. Tuna Rungu Wicara di Lembaga SLB B;

c. Tuna Grahita di Lembaga SLB C;

d. Tuna Daksa di Lembaga SLB D;
e. Tuna Laras di Lembaga SLB E;

f. Autis di Lembaga SLB Autis'
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Pasal 32

pemerintah Daerah dapat menyelen ggarakan satuan pendidikan dasar

dan Menengah untuk dikembangr."" menjadi satuan pendidikan

berbasis keunggulan.

Pasal 33

Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi di negaranya dan di

Ind.onesia dapat menyelenggarakan pendidikan di Kabupaten Katingan

sesuai dengan peraturan perund'ang-undangan yang berlaku'

BAB XIV
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
T\rgas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 34

(1) Pendidik memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing,

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik

pada"pendidikan anak usia dini jaiur pendidikan formaL, pendidikan

ar"*, dan Pendidikan menengah'
(2) Penilaian terrraaap kinerja pendidik dilaksanakan setiap tahun oleh

Kepala satuan Pendidikan dengan mengacu kepada ketentuan dan

peraturan Yang berlaku'
(S) penilaian rinJrja Pendidik yang diberi tugas tambahan sebagai

Kepala satuan pendidikan aiUtsanakan setiap tahun oleh Kepala

satuan pendidikan dengan mengacu kepada ketentuan dan

peraturan Yang berlaku'

Pasal 35

(1) pemerintah daerah wajib mengupaytk*l pengembangan standar, 
kompetensi dan kualifikasi pindidik dan tenaga kependidikan

dengan memberdayakan Gugus, Kelompok Kerja Guru (KKG),

KelJmpok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Pengawas

Sekolah (KKiS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP),

Musyawarah xe4a Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Kerja

Pengawas sekolah TMKPS), Ikatan Penilik Indonesia (IPI), Organisasi

Profesi Guru, Organisasi irofesi Kepala Seko1ah, Organisasi Profesi

Pengawas sekolah dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan lainnya'

(2) pelaksanaan pengembarlgan ltandar kompetensi dan kualifikasi
tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagairnana dimaksud
padi ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati'

Bagian Kedua
Syarat dan Kualifikasi Pengawas

Pasal 36

(1) Kuati{ikasi Pengawas Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal\ / 
(TK/RA) dan sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) adalah

sebagai berikut :

a. Berpendidikan minimum sarjana (s1) atau dipioma empat (D-IV)

kepLndidikan dari perguruan tinggi terakreditasi;
b. Guru TK/RA bersertifikat pendidik sebagai gutu rry_RA dengan

pengalamankerjaminimumdelapantahundiTK/RAatau
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kepalasekolahTK/RAdenganpengalamankerjaminimum4
tahun terus-menerus, untuk menjadi pengawas TK/RA; 

-
c. Guru Snlfrnf bersertiiikat pendidik sebagai guru SD-IMI dengan

pengalamankerjaminimumdelapantahundiSD/MIatau
k.p.t" sekolah sn/rrar dengan pengalaman kerja minimum 4

tahun terus-menerus, untuk menjadi pengawas SD/IUI;

d. Memiliki pangkat minimum penata' golongan ruang YI/";
e. Berusia 'setiiggi-tlngglnya -SS 

tahun, sejak diangkat sebagai

pengawa* 
"u.til^r, 

p""Aiaif.uo; Memenuhi kornpetensi sebagai

pengalras satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji
kompetensidanataupendia*andanpelatihanfungsional
pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah; dan

f. Lulus seletsi pengawa*- *u.i.r*t pendidikan dan memperoleh

sertifikat p.rrdidit r", dan pelatihan caion pengawas yang

keikutsertaannya atas p"tu"t r3rrtt Kepala Dinas Pendidikan

KabuPaten Katingan.
(21 Kualifikasi 

-P;;";" 
Sekolah Menengah Pertama/Madrasah

Tsanawiyah (SMF/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah

(SMAIMA), dan'sekoiah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah

kejuruan (SMK/MAK) adalah sebagai berikut :

a. Memiliki pendidikan setara {sz1 kependidikan dengan berbasis

sarjanad.alamrumpunmatapelajaranyangrelevanpad'a
perguruan tinggr terakreditasi;

b. Guru SnAp/fUE bersertifikat pendidik sebagai guru SMP/MTs

denganpengalamankerjaminimum..deiapantahunda]am
rumpun mata pelajaran y.tg relevan di sMP/MTs atau kepala

sekolah SMP/MT* d..rg", pengalaman kerja minimum 4 tahun

terus_menerus, untuk menSaJi pengawas sMPlMTs sesuai

dengan rumpun mata pelajarannya; 
- --

c. Guru SMAih{A bersertifikat pendidik sebagai guru dengan

pengalamankerjaminimumdelapantahundalamrumpun
mata pelajaran v""s relevan di SMA/MA atau kepala sekolah

shdA/ MA d.rrguo pengalaman kerja minimum 4 tahun terus-

menerus, ,rrrtirk menjadi pengawas SMAIMA sesuai dengan

rumpun rrrata Pelaj arannYa;
d. Guru SMK/MAK fiersertifikat pendidik sebagai guru SMK/MAK

denganpengalamankerjami''ir*um.delapantahundalam
rump,n L"ti pelajaran yang relevan di SMK/MAK atau kepala

sekolah sMKlMAr d.t gu, pengalaman kerja minimum 4 tahun

terus-menerus, untuk menjadi pengawas SMKIMAK sesuai

dengan rumpun mata PelajarannYa;
nferiltit<i pangkat minimum penata, golongan toStg ITT I c;

Berusia setinggi-tingginya bO tahun, sejak diangkat sebagai

pengawas satuan Pendidikan;
Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan

,"'gdapatdiperolehmelaluiujikompetensidanatau
p""iiait*n a*n pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga

y*g ditetapkan Pemerintah; dan
t rf.iu selei<si pirrg**"* satuan pendidikan dan memperoleh

sertifikat pendidikan dan pelatihan calon pengawas y,_ang

keikutsertaannya atas persetujuan Kepala Dina"s Pendidikan

e.
f.

ob'

h.

KabuPaten Katingan.
(3) Syarat menjadi Penililk Pendikan Nonformal dan Informal terdiri dari:

a. Syarat Umum :

1. Beriman dan bertaqwa kepada T\rhan Yang Maha Esa;

2. Bertatus menjadi PNS aktif;
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(1)

(2)

3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat

sesuai aturan;
5. DP3 serendah-rendahnya memperoleh nilai amat baik untuk

unsur;
6. kesetiaan dan nilai baik untuk penilaian unsur yang iainnya

dalam 2 tahun terakhir;
7. Memiliki kualifikasi akademik dan atau pengalaman kerja

dibidang Pendidikan non formal;
8. Lulus seleksi sebagai Penilik'

b. Syarat Khusus :

1. Berijazahserendah-rendahnya 51;
2. Memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai peniiik'

Bagian Ketiga
Tugas Tambahan KePala Sekoiah

Pasal 37

T\-rgas tambahan sebagai Kepala Sekotah/Madrasah hanya 1 (satu)

kali masa tugas selama 4 (empat) tahun'
Masa tugas tambahan kepala sekolah/madrasah sebagaimana

JimaksuJ p"a" ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali

masa tugas "p"bilr. memitit<i prestasi kerja minimal baik

berdasarkan Penilaian kinerja'
Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala

sekolah/midrasah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat

aitrg.*t.., kembali menjadi kepala sekolah/madrasah di

sekoTah/madrasah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah

dari sekolahlmadrasah sebelumnya, apabila memiliki prestasi yang

(3)

(4)
istimewa.
Prestasi yang istimewa sebagaimana
adalah mendapat nilai kinerja amat
tingkat kabupaten/ provinsi/nasional'

dimaksud pada aYat (3)

baik dan berPrestasi di
Penjelasan tentang Prestasi

pada Pasal Penjelasan
(5) pelaksan"r., 

"lb"gaimana 
dimaksud pada ayat {2) dan {3) setiap\ / 

periode berikutnyu. ain t hkan kembali dengan Surat Keputusan

Pejabat Berwenang.
Seielah selesai -melaksanakan tugas tambahan sebagaimana

dimaksud pada ayat {3) yang bersangkutan kembali menjadi sebagai

tugas pokoknya,-atau'diangkat pada jabatan lain sesuai dengan

ketentuan yang terlaku dan dapai diangkat kembali menjadi kepala

sekolah seielah melewati masa tenggang waktu satu periode.

Pasal 38

Kepala sekolah/madrasah yang masa tugas tambahannya

beiakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai gLlru sesuai dengan

jenjang jaba[annya dan berkewajiban melaksanakan proses
"p"."U"f": iru1r. atau bimbingan dan konseling sesuai dengan

ketentuan.
penilaian Kinerja Kepala Sekolah/madrasah dilakukan secara

berkala setiap tahun dar, """"ra 
kumulatif setiap 4 (empat) tahun

oleh pengawas sekolah.
Kriteiia lenilaian, instrumen penilaian dan ukuran keberhasilan

pelaksanlan kinerja kepala sekolah serta petunjuk pelaksanaannya'

(6)

(i)

(2\

(3)

Page 2O of33



(4)

(s)

(1)

(2)

(6)

Hasil penilaian Kinerja Kepala sekolah dijadikan bahan

pertimbangan Kepala Ol.t3* PLndidikan Daerah sebagai bahan

menentukin atau pengambilan keputusan selanjutnya.

ii.p"i" Sekolah dapat diberhentikan dari jabatannya karena :

a. Atas Permohonan sendiri;
b. Masa Penugasan telah berakhir;
c. Telah mencapai usia Pensiun;
d. Diangkat Pada jabatan lain;
e. Dikeiaka., rr.rk *an disiplin sedang danf atau berat;

f. Hasil Penilaian Kinerja Kepala Sekolah kurang;
g. Berhalangan tetaP;
h. Meninggal dunia.
i"rrrg^ "-ed-irristrasi, Tenaga perpustakaa,, Tenaga

Labolatorium/bengkel, Tenaga Kebersihan, teknisi sumber belajar,

;;il;t g, terapis ?"., pekerja sosial diatur lebih lanjut dalam

Peraturan BuPati'

Bagian KeemPat
Larangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 39

pendidik dan tenaga kependidikan dilarang menjual buku pelajaran

di satuan Pendidikan.
pendidik dan tenaga kependidikan dilarang menjua,l - 

pakaian

seragam (seragam "ikol.ht 
SD/TK Putih merah, SMP/MTs Putih

Birul SMA/SMk/MA Putih Abu- abu) atau bahan pakaian seragam

Ji satuan pendidit<an, kecuali Unit Produksi Program Keahlian Tata

Busana.
(3) Pendidik dan tenaga kependidikan dilarang melakukan pungutan

diluar ketentuan yalng beilaku diluar Rencana Anggaran Pendapatan

Belanja Sekolah.
Pendidik dan tenaga kependidikan dilarang melakukan segala

sesuatu yang mencid'erai integritas pendidikan' 
.

Setiap pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai ketentuan

Peraiuran Perundang-Undangan yang berlaku'

BAB XV
ANGGARAN PENDIDIKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 40

pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana pendidikan

sekurang-kurangnya 20 o/o (dua puluh persen) dari Anggaran
pendapalan dai "Belanja Daerah (APBD) tidak termasuk gaji

pendidik dan biaya pendidikan kedinasan'
i,rrgg.r.r, pendiiik.. yu.rg berasal dari Pemerintah Daerah diatur

lebih ianjut dalam Peraturan Bupati'
pemerin[ah Daerah dengan pertimbangan untuk percepatan

peningkatan mutu p.ttdidik", di sekolah/madrasah yang

ai""t"igg arakan masyarakat dapat memberikan subsidi dana

pendidikan secara adil, teibuka, berdasarkan prospek

pengembangan dan berkelanjutan''i.t]".r p"rididit m yang diselenggarakan o.leh Pemerintah atau
pemerintah Daerah, wa.ilb mempertanggungiawabkan dan atau

melaporkan pengelolaan- pendidikan kepada Bupati melalui Dinas
pendidikan - dan atau Kantor Kementerian Agama sesuai

kewenangannya.

(4)

(s)

(1)

(2)

(3)

(4)
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(5)

(6)

(2\

(3)

(1)

(2)

BAB XVI
UJIAN SEKOLAH DAN UJIAN NASIONAL

Pasal 41

(1) Hasil ujian sekoiah dan ujian nasional atau nalna lain yang sejenis

digunakan sebagai salah satu pertimban-gan untuk :

a. Penentuan kelulusan peserta didik dari suatu satuan

pendidikan;
b. Seleksi masuk jenjang pendidikan yang iebih tinggi;

c. Pemeratar'n *rlto""i',r"t' dan/atau program pendidikan;

d. Akreditasi satuan Pendidikan;
e. Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan

d.alam upaya peningkatan mutu pendidikan'
pelaksanaan ujian s"ebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan setara jujur, tepat dan mengacu kepada ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku'
bi.y. penyelen ggurJun sebaglmana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) sepln.rfr"y" irenjadi tanfgung jawab Pemerintah dan Pemerintah

Daerah.

BAB XVII
PERAN SERTA DEWAN PENDIDIKAN

DAN KOMITE SEKOLAH / MADRASAH
Bagian Kesatu

Dewan Pendidikan
Pasal42

Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri berperan aktif dalam

peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan

pertimbangan, arahan dan d'ukungan terraga, sarana dan

ptu."u".".ta, serta pengawasan pendidikan'
Kepengurusan o.*Ln Pendidikan disusun berdasarkan hasil

-r*y":**r.h sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan

Ang[aran Rumah Tangga dan susunan Kepengurusan Dewan
pendlaitan ditetapkan oleh Bupati'

satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atas-izin
pemerintah Daerarr, *ajlu mempertanggungjawabkan pengelolaan

p."Jiaif."" kepada i.y.""' penyelengqa-ra. pendidikan dan

tembusan kepada Pemerintah Dlerah melalui Dinas Pendidikan

atau Kantor Kementerian Agama'
s.t.,"',pendidikanyangmendapatkandanasubsididari
pemerintah ,pemeriniah Daerah dan masyarakat wajib

mempertanggunglawabkan kepada pemberi subsidi'

Bagian Kedua
Komite Sekolah/ Madrasah

Pasal 43

(1) Komite Sekolah/Madrasah atau sebutan iain untuk itu, sebagai

lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu
pelayanan di tingkat satuan pendidikan dengan memberikan
pertimbangan, .t-.hrt dan dukungan tenaga' sarana dan

prasarana, serta pengawasan pend,idikan pada satuan pendidikan

yang bersangkutan.
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(2)

(3)

Kepengurusan Komite sekolah hasil musyawarah sebagaimana

diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggarat1 Rumah Tangga Komite

sekolah di satuai"pendidikan masing-masing dan disahkan melalui

Surat Keputusan KePala Sekolah'
Masa kepengurr"u..r Komite Sekolah selama 2 (dua) tahun atau

maksimal 2 (dua) kali masa kepengurusan'

BAB XVIII
PENGAWASAN

Pasal 44

(1) pengawasan penyelen ggaraarl pendidikan mencakup pengawasan

administratif dan tekn[ edukatif pada semua jalur, jenjang dan

jenis pendidikan.
(2) eupaii berwenang melakukan pengawasan terhadap

penyelen ggaraan p"rrlidit an sebagaimana diatur dalam ayat (1)'

(3) Kewenangan meiakukan Supervisi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2\ dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan atau

Kepala'Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya'

BAB XIX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

(1) Bupati berwenang menerapkan sanksi administrasi terhadap

pelanggaran sesuai ketentuu.r, p..r.rdang-undangan yang berlaku.

(2) P"tt".u,p"n sanksi administrasi berupa :

a. Peringatan tertulis;
b. Penundaan atau pembatalan terhadap pemberian subsidi;

c.PenghentiansementaraSemuakegiatan;dan/atau
d. Pencabutan izin.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan Pelanggaran terhadap
peraturan Daerah ini dianc.rn piar,.ra kurungan paling lama 3 (tiga)

bulan atau didenda paling banyak Rp5o.00o.ooo,-(1ima puluh juta

rupiah)

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas dalam pengelolaan satuan

pend'idikan, maka perlu ad'a perlakuan khusus untuk satuan

pendidik.n y.rrg sulit dijangkau 
-o1"h 

t..rsportasi darat dan sungai

selanjutnya unt;k pelaksant.t ry" diatur dengan Peraturan Bupati'

Pasal 48

pada saat peraturan Daerah ini muiai berlaku, semua ketentuan
peraturan yang berkaitan secara langsung dengan penyelenggataal:-

pendidikan-sep-anjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini

dinyatakan tetaP berlaku.
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BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasai 49

peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangqal diundangkan'

Agar setiap ";G^ 
-**rrg"t"huinya 

memerintahkan pengundangan

peraruran Daerah ini denga. ;;;;patnya dalarn Lembaran Daerah

KabuPaten Katingan'

DitetaPkan i
t

Kasongan
I Met zorS
GAN,

di Kasongan

KATiNGAN,

RAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2AL5 NOMOR I+g

NOREG PERDA t o8/2o1J

d

gkarr
*8a1.

ffi*/.< /
tJr Io-,-
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KATINGAN

I. UMUM

Pembangunan Kabupaten Katingan diarahkan kepada terwujudnya
Kabupaten Katingan sebagai kota pendidikan. Pendidikan dapat

difungsikan sebagai pranata sosial yang kuat dan untuk
memierdayakan semua warga Kabupaten Katingan, sehingga

rnarnpu menjawab tantangan zarnarr yang selaiu berubah dan
berkembu.rg s."rai perkembangan peradaban manusia.

penyelenggaraan pendidikan harus berlangsung secara sinergis dan

komprehensif, oleh karena itu diperlukan pengaturan
penyelen ggaraarl pendidikan yang meliputi bentuk dan jenis

p"rbiaihn, fungsi, tujuan, kaidah penyeienggaraan, satuan
pendidikan, p.""rtu. didik, sarana dan prasarana pendidikan,
kurikulum, peran serta masyarakat, manajemen, evaluasi, dan

sanksi.

Pendidikan merupakan proses yang dinamis sesuai dengan

perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan
ieknologi. Dalam rangka mengantisipasi dan merespon kondisi
tersebut sejalan dengan system Pendidikan Nasional, maka perlu
diatur komponen pendiaikan yang meliputi Pendidikan Anak Usia

Dini, pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Non

Formal, Pendidikan Informal, Pendidikan Khusus, Pendidikan
Layanan Khusus dan lain-lain sehingga diharapkan kualitas
pendidikan daPat ditingkatkan.

Sesuai visi pendidikan di Kabupaten Katingan yaitu "Terwujudnya
Layanan Pendidikan Yang Merata dan Berkualitas" maka

penyelen ggaraar- pendidikan di Kabupaten Katingan diharapkan
mampu -"-p.riiapkan generasi yang sejak dini memiliki
keunggulan kompetitif dalam tatanan kehidupan nasional maupun
global.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)

CukuP jelas
Ayat (2)

CukuP jelas
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Ayat (3)

CukuP jelas
Ayat (a)

CukuP jelas
Ayat (5)

CukuP jelas
Ayat (6)

CukuP jelas
Ayat (7)

CukuP jelas

Ayat (8)

CukuP Jelas
Ayat (9)

CukuP jelas

Ayat (10)

CukuP jelas

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)

CukuP jelas
Ayat (2)

CukuP jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
A5rat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

CukuP jelas

Pasal 8
Ayat (1)

CukuP jelas

Ayat (2)

CukuP jelas

Pasal 9
Ayat (1)

CukuP jelas
Ayat (2\

Cukup jelas

Pasal 1O

Ayat (1)
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Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)

CukuP Jelas
Ayat (2)

CukuP jelas

Pasal 12
Ayat (1)

CukuP jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13
CukuP jelas

Pasal 14
Ayat (1)

CukuP jelas
Ayat (2)

CukuP jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (a)

CukuP jelas

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)

CukuP jelas
Ayat (2)

CukuP jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
CukuP jelas

Pasal 19
Ayat (1)

CukuP Jelas
Ayat (2)

CukuP jelas

Pasal 20
Ayat (1)
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CukuP jelas
Ayat (2)

CukuP jelas

Pasal 2 1
Ayat (1)

CukuP jelas

Ayat (2)

CukuP jelas
Ayat (3)

CukuP jelas
Ayat (a)

CukuP jelas

Pasal22
Ayat (i)

CukuP jelas

Ayat (21

CukuP jelas
Ayat (3)

CukuP jelas
Ayat (a)

CukuP jelas

Pasal 23
Ayat (1)

CukuP jelas
Ayat (2)

CukuP jelas
Ayat (3)

CukuP jelas
Ayat (4)

CukuP jelas
Ayat (5)

CukuP jelas

PasaL 24
Ayat (1)

CukuP jelas
Ayat (2)

CukuP jelas
Ayat (3)

CukuP jelas

Pasal 25
Ayat (1)

CukuP jelas
Ayat (2)

CukuP jelas
Ayat (3)
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Cukup jelas
Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (a)

Cukup jelas
Ayat (5)

CukuP jelas

Pasal2T
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

huruf a
wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun adalah kewajiban
bagi setiap warga Kabupaten Katingan yang berusia 7

(tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun atau
maksimal 18 (delapan belas) tahun untuk mengikuti
Pendidikan Dasar atau Pendidikan yang sederajat'

huruf b
wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun adalah kewajiban
ba[i setiap warga Kabupaten Katingan yang berusia 7

(tujuh) sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun atau
maksimal 22 (dua puluh dua) tahun untuk mengikuti
Pendidikan Dasar dan Menengah atau Pendidikan yang
sederajat.

Pasal 28
Ayat (1)

Cukup jeias
Ayat (2)

CukuP jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 3O
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

CukuP jeias
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (a)

Cukup jelas
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Pasal 31
Ayat (1)

Peserta didik pendidikan khusus bagi peserta didik
berkelainan adalah peserta didik yang memiliki kelainan fisik,
emosional, intelektual, mental sosial, yang meliputi antara
lain :

a. T\rna netra;
b. T\rna rungu;
c. T\rna wicara;
d. T\rna grahita;
e. T\rna daksa;
f. T\rna laras;
g. Berkesulitan belajar;
h. Lamban belajar;
i. Autis;
j. Gangguan motorik;
k. Korbin penyalahgunaan narkoba dan atau psikotropika;

dan
1. Kelainan lainnya tersebut dapat juga berwujud gabungan

dari 2 (dua) atau lebih jenis'
Ayat (2)

CukuP jelas

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)

CukuP jelas
Ayat (2)

CukuP jelas
Ayat (3)

CukuP jelas

Pasal 35
Ayat (1)

CukuP Jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36
Ayat (1)

CukuP Jelas
Ayat (2)

CukuP jelas
Ayat (3)

CukuP jelas

Page 30 of 33



Pasal 37
Ayat (1)

CukuP jelas
Ayat (2\

CukuP jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (a)

CukuP jelas
Ayat (5)

CukuP jelas
Ayat (6)

CukuP jelas

Pasal 38
Ayat (1)

CukuP jelas
Ayat (2)

CukuP jelas
Ayat (3)

CukuP jelas
Ayat (4)

CukuP jelas
Ayat (5)

CukuP jelas
Ayat (6)

CukuP jelas

Pasal 39
Ayat (1)

CukuP jelas
Ayat (2)

CukuP jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (a)

CukuP jelas
Ayat (5)

CukuP jelas

Pasal 40
Ayat (1)

CukuP jelas
Ayat (21

CukuP jelas
Ayat (3)

CukuP jelas
Ayat (a)

CukuP jelas
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Ayat (5)

CukuP jelas
Ayat (6)

CukuP jelas

Pasal 41
Ayat (1)

CukuP jelas
Ayat (21

CukuP jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal42
Ayat (1)

CukuP jelas

Ayat (2)

CukuP jelas

Pasal 43
Ayat (1)

CukuP jelas

Ayat (2)

CukuP jelas
Ayat (3)

CukuP jelas

Pasal 44
Ayat (1)

CukuP jelas
Ayat (2)

CukuP jelas

Ayat (3)

CukuP jelas

Pasal 45
Ayat (1)

CukuP jelas
Ayat (2)

CukuP jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas
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Pasal 49
CukuP jelas
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